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ABSTRAK

Mahar dalam hukum Islam merupakan suatu pemberian wajib yang harus
diberikan oleh seorang suami kepada isteri sebagai bentuk cinta dan kasihnya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d) dijelaskan bahwa mahar adalah
suatu pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita,
baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Para ulama figih sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah perkawinan
bahkan imam Malik menjadikannya sebagai rukun nikah. Nas-nas yang berbicara
tentang ini banyak sekali, diantaranya dalam surat an-Nisa" (4): 4, 24, ali-"Imran
(5): 5 bahkan dalam sabdanya Rasulullah berkata bahwa dalam akad nikah harus
ada mahar dan saksi kecuali pernikahan Rasulullah. Nas-nas diatas menunjukkan
betapa pentingnya mahar dalam pernikahan.

Fenomena yang terjadi pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air
adalah berlakunya adat istiadat yang meninggikan nilai co i wa'a dengan melihat
pada stratata sosial seorang wanita baik dari segi pendidikan, ekonomi, keturunan
maupun sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam yang
menghendaki pembayaran mahar secara sederhana serta disesuiakan dengan adat
setempat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Adapun masalah
pokok yang dibahas pada skripsi ini ialah bagaimana praktek penetapan co i wa'a
pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air serta bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap praktek tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun
data didapat dengan melakukan observasi, interview serta dengan mengumpulkan
beberapa data yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam menganalisis
permasalahan diatas, penyusun menggunakan pendekatan normatif-sosiologis,
yaitu suatu pendekatan dengan melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat
apakah sesuai dengan norma yang didasarkan pada hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, maka dihasilkan bahwa hukum praktek
penetapan co i wa a yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air khususnya
dan masyarakat kecamatan Reok umumnya hukumnya mubah (boleh) selama
tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
karena pemberian co'i wa'a yang digunakan untuk ongkos perkawinan dalam
perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan
Reok umumnya merupakan persyaratan adat bukan berdasarkan syar'i.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat

keputusan bersama Menteri Agama R.1. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Tidak dilambangkan

tidak dilambangkan

L

ba’

b

L

2

ta

t

[~

sa

w

s (dengan titik di atas)

jim

ha’

h (dengan titik di bawah)

(adNa RG]

gg.-;,-t...

zal

z (dengan titik di atas)

sin

syin

sad

s (dengan titik di bawah)

dad

d (dengan titik di bawah)

ta

t (dengan titik di bawah)

Za

z (dengan titik di bawah)

‘ain

koma terbalik

gain

fa’

qaf

Bl G| Lol b b Gl Gl Gl &

kaf

= | -~ | R
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J lam 1 -

¢ mim m -

o nun n =

3 wawu w -

oA ha’ h -
apostrof (tetapi tidak

# hamzah ¢ dilambangkan apabila
terletak di awal kata)

¢ ya’ y :

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a a
Kasrah i i
' Dammah u u
Contoh:
S . kataba 41 - yazhabu

Jdis - swila A3 . zukira
b. Vokal Rangkap.
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ Fathah dan ya ai adani
5’ Fathah dan wawu au adanu
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Contoh;

«aS ____ kaifa 1 - — haula

3. Vokal Panjang (maddah)
Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah dan alif a a dengan garis di atas
T Fathah dan ya a a dengan garis di atas
@ Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
i) Dammah dan u u dengan garis di atas
wawu
Contoh:
JE ____ qala Jd____ gila
(54 ——- rama Js - yaqulu

4. Ta’ Marbutah.
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta’ Marbutah hidup
Ta’ Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah (h)

Contoh:
dalla —_ Talhah



c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:
4iall 4y ) - - raudah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

Contoh:

W ) -—-- rabbana

g= —-- nu’imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
“dP”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

Blodl |-l al-Mar atu

samall - as-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam
tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:

(s —-- syai’un (S [V umirtu

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan
perkata.

Contoh:
GEON A sd &) )y - Wa inna Allah lahuwa khairu
al-Raziqin

Ol pallg JSHga g6 Facaufg al-Kaila wa al-Mizan

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Jauy W daalay oo Wama Muhammadun illa Rasul
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KATA PENGANTAR

el Gas Il Al
Lagia Cuy leas) Leie Bla 5 Baal 5 Gl o Q) B8 (A1) b dall
pelll A Jgun ) laaae O 2 g AIVT ANY () 28l cluig ) S Ys
A Ll Opmanl daa g Al e g dasa e alug Jia
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Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara heterogen karena di dalamnya terdiri dari
berbagai macam suku, ras, adat istiadat dan agama. Sehingga antara masyarakat
satu dengan yang lainnya memiliki keanekaragaman baik dari segi kepercayaan,
tingkah laku maupun kebudayaan. Misalnya dalam hal perkawinan, antara
masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya
baik dalam bentuk pelamaran hingga pada penentuan atau penetapan mahar.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera
dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.
Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya
keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi

maupun ukhrawi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

¢Sin daa g Lol | il Lol g 3) oSadil (e oS 31 () 43 e
108 a gl Y @llld 8 ol das g3 50

Agar perkawinan yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat dapat
tercapai, maka seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari‘at Islam,
yaitu dengan cara yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut kesepakatan para ulama bahwa

' Ar-Rum (30) : 21



mahar merupakan syarat sahnya nikah.” Demi terciptanya keharmonisan rumah
tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami isteri harus ditentukan
sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak isteri atas suami, hak suami terhadap isteri
dan hak bersama suami istri. Salah satu hak isteri atas suami ialah mendapatkan
mabhar.

Ajaran Islam yang memperhatikan dan mengangkat harkat dan martabat
wanita adalah diberikan hak secara penuh kepada isteri atas mahar yang diberikan
calon suaminya untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Dalam Islam dianjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon
isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal atau tinggi harganya, karena
pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami
kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa
cinta dan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suami.’ Zakiah Daradjat
dalam kitabnya menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang
diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda
maupun jasa (mengajarkan al-Qur’an dan sebagainya).* Berkenaan dengan ini,

Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

2 Ahmad Rafiq, Hukum Isiam di Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
him. 101.

? Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Figih Munakahat 1, cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 1999), him. 64-68.

4 Zakiah Daradjat dkk., Nmu Figi, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 83. Lihat
pula as-Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 19 (Bandung: al-Ma'arif,
1981), VII: 55— 59.
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Di samping ayat di atas, pada surah yang sama yaitu pada ayat 24 Allah
menegaskan bahwa dihalalkan bagimu mengawini kaum perempuan-perempuan
dengan hartamu (mahar), jika kamu telah melakukan jima® dengannya diwajibkan
atasmu memberikan mas kawin (mahar) yang telah kamu tetapkan.

Berangkat dari ayat di atas para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu
hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak.® Mahar oleh para
ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn
Rusyd di dalam Bidayah al-Mujtahidnya.’

Mahar merupakan salah satu hal penting dalam hukum perkawinan. Para
ulama bersepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, kecuali Mazhab
Malikiyah memasukkan mahar sebagai salah satu rukun nikah.® Dalam Islam tidak
dijelaskan mengenai besar kecilnya mahar, akan tetapi besar kecilnya mahar harus
disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya dan sesuai dengan adat yang berlaku.
Bahkan Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat nabi dengan mahar
berupa sebuah cincin yang terbuat dari besi, sepasang sandal dan mengajarkan al-

Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit pernikahan. Akan

* An-Nisa’ (4): 4

¢ Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), VII:
252

7 Tbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, (Indonesia: Dar Thya' al-
Kutub al-"Arabiyah,t.t.), 1I: 22.

§ Abdurrahman al-Jazir, al-Figh "Ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Mesir: al-Maktabah al-
Tajariyah al-Kubra, 1969), IV: 12.



tetapi konsep ini disalah gunakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini bisa dilihat
dari fenomena yang terjadi di masyarakat pada umumnya, seperti dalam hal
praktek penetapan mahar yang secara tidak langsung bertentangan dengan kaedah
yang berlaku. Sehingga akan berpengaruh pada menghambatnya pelaksanaan
pernikahan nantinya.

Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Institusi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi hukum materiil di
Pengadilan Agama juga menjelaskan tentang mahar yang diatur dalam KHI pasal
30-38. Mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon wanita bentuk
dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak Pasal 30 KHI.” Kemudian dalam
KHI Pasal 31 dinyatakan bahwa ditetapkan asas mahar adalah sederhana dan
mudah. '’

Di propinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kabupaten Manggarai
terdapat wilayah kecil bernama kelurahan Mata Air yang terletak di kecamatan
Reok. Seperti yang telah diketahui bahwa mayoritas penduduk Nusa Tenggara
Timur menganut agama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan.
Akan tetapi di salah satu wilayah yaitu tepatnya di kecamatan Reok, kebanyakan
penduduknya menganut agama Islam. Di wilayah ini Islam sebagai sebuah sistem
nilai dan sistem norma yang menjadi tonggak dasar dalam membentuk sikap dan

perilaku masyarakatnya secara keseluruhan.

* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (ttp.: Media
Centre, t.t.), him. 127.

Yrbid,



Dapat dikatakan hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat di desa ini
selalu berdasarkan kepada ajaran Islam. Setiap tingkah laku masyarakat selalu
dihiasi dengan ajaran Islam, di samping itu adat istiadat masih melekat di segala
tindak tanduk masyarakatnya. Sehingga antara adat istiadat dengan Islam adalah
dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya menyatu dalam menata pola dan
sikap masyarakat Reok, baik yang menyangkut tingkah laku, kehidupan sosial,
budaya, Islam menjadi faktor terpenting dalam menata kehidupan sehari-hari.

Pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air dikenal istilah co'i wa a.
Co'i wa'a diartikan berbeda oleh masyarakat kelurahan Mata Air. Sebagian
memahaminya sebagai mahar yang wajib diberikan karena adanya akad yang sah
dan sebagian lain memahaminya sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh
calon pengantin laki-laki sebagai mahar itu sendiri dan sebagai ongkos
perkawinan serta pemenuhan perlengkapan rumah tangga. Akibat adanya
pemahaman yang berbeda atas term yang sama akhirnya akan menimbulkan
perbedaan dalam memahaminya ketika nilai co'i wa'a dijadikan alasan sebagai
penghambat pelaksanaan pernikahan.

Apabila antara calon pria dan calon perempuan telah mengenal satu sama
lain, maka biasanya dilakukan /ampa dou'’ (lamar). Pada waktu prosesi lamaran,
selain dibicarakan tentang tanggal pernikahan juga dibicarakan beberapa hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan termasuk di dalamnya mengenai jumlah

"' Lampa dou merupakan istilah yang digunakan masyarakat kelurahan Mata Air yang
berhubungan dengan proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dan setelah kedua belah
pihak bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain lampa dou berarti pihak
laki-laki melamar pihak perempuan.



co’i wa'a. Apabila telah menghasilkan kesepakatan, maka kemudian dilanjutkan
dengan acara wi ‘i pahu (tukar cincin).

Dalam tradisi masyarakat kelurahan Mata Air pada khususnya dan
masyarakat kecamatan Reok pada umumnya besar kecilnya co i wa'a ditentukan
oleh orang tua wali bersama keluarga dekat wanita. Hal ini berdasarkan atas
musyawarah antara orang tua wali atau kerabat dekat wanita dengan orang tua
wali atau sanak kerabat laki-laki. Dalam hal ini calon pengantin wanita tidak
dilibatkan dalam musyawarah tersebut karena otoritas penetapan co ‘i wa'a diatas
kekuasaan orang tua wali atau kerabat dekat wanita. Besar kecilnya co'i wa'a
sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang, baik faktor keturunan, faktor
ekonomi dan faktor pendidikan serta disesuaikan berdasarkan naik turunnya nilai
rupiah. Bagi calon suami yang memiliki kecukupan hal semacam ini bukan suatu
masalah yang signifikan, akan tetapi bagi calon suami yang kurang mampu,
apabila co’i wa’a yang ditetapkan oleh orang tua wali perempuan amat besar dan
laki-laki tersebut tidak bisa membayarnya, maka akan menimbulkan penghambat
Jalannya perkawinan dan mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan wa'a
rai (kawin lari) bahkan melakukan hal-hal negatif yang dalam syari at Islam telah
dijelaskan secara terperinci.

Di samping itu, co’i wa'a juga dipergunakan untuk kebutuhan dan
keberlangsungan pelaksanaan perkawinan, seperti pembelian hewan, kebutuhan
dapur, lemari, ranjang, meja rias, dan lain-lain. Pengelolaan mahar tersebut atas

dasar musyawarah antara mempelai wanita, mempelai laki-laki dan sanak kerabat.



Meriah dan tidak acara pernikahan disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang
menyelenggarakan proses syukuran pernikahan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya pertentangan yang sangat
mendasar antara konsep fiqih Islam yang meringankan jumlah mahar dan konsep
co’i wa’'a pada masyarakat kelurahan Mata Air yang menetapkan besar kecilnya
co’i wa’a dengan melihat pada strata sosial calon pengantin wanita. Di samping
itu, penetapan co '/ wa ‘a juga dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat.

Melihat fenomena di atas, penulis beranggapan bahwa menarik untuk
mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktek penetapan co i wa'a dalam
masyarakat kelurahan Mata Air dan bagaimana mereka mempersepsi, co i wa'a
kemudian bagaimana selanjutnya perspektif hukum Islam dalam menyikapi

praktek penetapan tersebut.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah
4lalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana praktek penetapan co'i wa'a pada masyarakat kelurahan
Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur
(NTT).
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan co’i
wa'a dalam masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok

kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan praktek penetapan co'i wa'a pada masyarakat
kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa
Tenggara Timur (NTT).
b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek
penetapan co i wa’'a pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan
Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang
hukum keluarga Islam.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
penyusun dalam memahami dan mendalami ilmu khususnya di bidang

hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui bahwa kajian tentang mahar perkawinan
Islam sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian tentang mahar perkawinan
pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa
Tenggara Timur (NTT) masih sangat sedikit diteliti oleh para peneliti maupun
antropolog sebelumnya. Oleh karena itu, berikut akan disebutkan beberapa karya

yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, di antaranya:



Hasil penelitian saudara Ridwan, dengan judul “Banjar Perkawinan dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)”,
dalam skripsi ini di samping membahas tentang mahar, juga mendeskripsikan
tentang banjar (suatu pemberian berupa hadiah yang diberikan calon suami
kepada calon istri di samping mahar). Dalam adat masyarakat Bugis kecamatan
Sumbawa, banjar merupakan suatu kewajiban yang harus ada, yang apabila tidak
dapat terpenuhi bisa menggagalkan suatu perkawinan. Dalam pandangan
masyarakat Bugis eksistensi banjar disamakan dengan mahar. Terhadap
permasalahan ini, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyikapi praktek
banjar perkawinan itu sendiri.'”

Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafii Tentang
Pemilikan Mahar oleh Tosim, skripsi ini memperbandingkan dua pendapat imam
yaitu imam Malik dan imam As-Syafii mengenai hak kepemilikan mahar bagi
istri. Karya ini lebih menekankan kepada pendapat-pendapat. Penelitian ini
bersifat l/ibrary research karena terfokus pada pandangan para ulama-ulama
tentang kepemilikan mahar bagi istri. ' .

JIN.D. Anderson dalam bukunya Hukum Islam di Dunia Modern,
menjelaskan pentingnya mengkaji hukum perkawinan karena beberapa alasan."*

Dalam karya ini juga dibicarakan mengenai historisitas mahar dan berbagai

2 Ridwan. “Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan
Bugis Kecamatan Sumbawa)™, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2005 ..

" Tosim, “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam as-Syafi'l Tentang
Pemilikan Mahar”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2005).

% JN.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Mahsun Husein.
(Surabaya: Amarpress, 1991), him. 42.
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bentuk perkawinan. Di Arab pada zaman pra-Islam telah mengenali macam corak
perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal sampai perkawinan matrilineal,
termasuk juga perkawinan mut'ah. Akan tetapi dari sekian bentuk perkawinan,
menurut Anderson perkawinan yang paling terhormat dan telah menjadi adat
suatu masyarakat ialah bentuk perkawinan patrilineal karena perkawinan ini
ditandai dengan pengantin pria memberikan sejumlah uang (mahar) kepada
pengantin wanitanya. Di samping itu, juga menjelaskan ketentuan dan
kepemilikan mahar dalam hukum Islam. Jelaslah, bahwa dalam kajian Anderson
belum membicarakan secara terperinci mengenai mahar dalam hukum Islam dan
hukum adat, hanya sebatas historisitas mahar.

Buku-buku yang membicarakan mengenai mahar telah banyak ditulis baik
dalam kitab-kitab figih yang berbahasa Arab maupun Indonesia, diantaranya as-
Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figih Sunnah menyebutkan bahwa mahar
merupakan hak isteri terhadap suaminya yang wajib dibayar dan tidak ada ‘agad
nikah tanpa mahar. Di samping itu juga menjelaskan mengenai jumlah mahar,
macam-macam mahar, konsep Islam dalam pemberian mahar dan ayat-ayat
normatif yang berhubungan dengan mahar."

Dalam karya Khoiruddin Nasution, yang berjudul Hukum Perkawinan I
juga banyak menjelaskan mengenai mahar. Secara rinci beliau memaparkan nas-
nas tentang mahar, pandangan fuqaha mengenai mahar, konsep Perundang-
undangan kemudian dianalisis. Dalam bukunya dijelaskan bahwa menurut

pandangan para imam mazhab mahar termasuk syarat sahnya akad nikah yang

'* As-Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, V11: 53-74.
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berarti akad nikah tetap sah tanpa mahar, namun setelah terjadi hubungan seksual
mahar wajib dibayar. '°

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid .
la menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, di samping itu ia
juga menjelaskan beberapa hadis tentang jenis mahar yang pernah dilakukan
Rasulullah ketika menikahkan para sahabatnya.

Dari beberapa karya di atas, penulis beranggapan belum ada kajian yang
berusaha mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam tinjauan hukum Islam
terhadap praktek penetapan co'i wa'a. Oleh sebab itu, penulis hendak
mendeskripsikan, memaparkan kemudian dianalisis secara sistematis mengenai
tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan co i wa'a. Di samping itu, hal
yang paling penting dan menarik bagi penulis belum ada karya-karya yang
membahas tradisi mahar dalam masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok
kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dalam kaitannya dengan hukum
Islam. Diharapkan dari penelitian ini nantinya, bisa bermanfaat dan menambah

khazanah keilmuan Islam.

E. Kerangka Teoritik
Mahar yang dikenal dalam Islam sebagai suatu pemberian wajib yang

harus dibayar suami menjadi hak isteri, bukan pembelian atau ganti rugi yang

* Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004),
him. 127-166.

"7 Jbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, 11: 4.
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dalam Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar.'”® Islam
menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing
orang, atau keadaan dan adat istiadatnya selama tidak bertentangan dengan dalil
syar'i. Para imam mazhab bersepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya
nikah bahkan imam Malik mengkategorikan mahar sebagai salah satu rukun
nikah. Apabila mahar belum dibayar atau belum ditentukan pada saat sebelum
ijab qabul atau setelahnya, maka nikah tetap sah akan tetapi wajib memberikan
mahar misil. Dalam KHI pasal 34 ayat (1) kembali dipertegas bahwa mahar
bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah
mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan vbatalnya pernikahan.
Begitupula dalam hal mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya
pernikahan.'’

Dalam ensklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian
wajib berupa uang atau barang dari calon pengantin laki-laki kepada calon
pengantin wanita ketika dilangsungkan akad nikah.” Definisi yang diberikan oleh
ensklopedi hukum Islam sesuai dengan realita yang terjadi pada masyarakat
Indonesia pada umumnya.

Di samping itu hukum Islam yang mempunyai sifat yang tak terdapat pada

hukum buatan manusia, di antaranya ialah hukum dalam Islam selalu berubah-

'® As-Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, V11: 55.

*” Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. him. 128.

* Abd. Aziz Dahlan, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), him. 1042.
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ubah menurut suasana, tempat, keadaan, niat dan ‘Urf?' Karena itu, Islam
menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing
orang, keadaan dan adat istiadat bukan berdasarkan strata sosial wanita atau
karena sebab-sebab yang lain.

Pada masa Rasulullah saw., beliau selalu mempraktekkan dengan
menikahkan para sahabat-sahabatnya dengan pemberian mahar yang tidak mahal
dan tinggi harganya asalkan mahar tersebut berharga dan bermanfaat bagi calon
pengantin wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki
meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin bagi laki-laki dan perempuan
jalan yang mudah dan sarana yang praktis untuk melangsungkan pernikahan.
Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Bahkan sebaliknya Islam
mengajarkan bahwa perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah
mahamya.

Islam merupakan agama yang universal, agama yang up to date di
sepanjang zaman dan tempat. Tiap detik, menit dan jam waktu terus berputar,
begitu pula dengan permasalahan yang terjadi di dunia ini. Islam sebagai agama
yang rahmatan li al-"Alamin berusaha untuk menjawab problem-problem yang
terjadi di masyarakat.

Dalam menyikapi hal ini, teks normatif baik berupa firman-firman Allah
maupun hadi5 nabi yang sifatnya dogmatif dianggap belum bisa diperankan
sebagai problem solving, oleh karenanya diperlukan istinbat hukum lain di

antaranya ijma’, qiyas, istihsan, maslahah al-Mursalah, istishab dan al-"Urfu.

?! Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. 2 (Semarang:
PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 547.
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Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas
tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataan masih banyak ditemukan
pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda. Perbedaan tersebut karena
faktor pemahaman terhadap nas-nas yang berbeda sehingga memunculkan adat-
istiadat dan budaya yang berbeda pula.

Dalam mengkaji dan menganalisis praktek penetapan mahar pada
masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa
Tenggara Timur, akan digunakan "Urf sebagai suatu dalil hukum. "Urf sebagai
salah satu sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh
banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan

atau hal-hal yang ditinggalkannya.”’

‘Urf yang dikenal dalam hukum Islam
disebut juga dengan adat. Menurut istilah syara’ antara ‘Urf dan adat tidak
memiliki perbedaan yang signifikan.

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari
masalah pengaruh adat terhadap hukum Islam. Meskipun mereka tidak
memandang adat sebagai sumber hukum independen, namun para ahli hukum
Islam tersebut tetap menyadari keefektifﬁn adat dalam proses interpretasi hukum.

Mereka pun melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam

yang sekunder bukan primer, ini berarti adat baru dapat diaplikasikan ketika

* Abd. Al-Wahhab Khallaf, imu Us@l Figh, alih bahasa Masdar Helmy. cet. )
( Bandung: Gema Risalah Press, 1996). him. 150.
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sumber-sumber yang primer berupa al-Qur'an dan as-Sunah tidak dapat
memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul *

“Urf ada dua macam, yaitu "Urf sahili dan "Urf fasid. "Urf sahih adalah
segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan
dalil syara’, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan
kewajiban. Sedangkan 'Urf fasid adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh
manusia, akan tetapi berlawanan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram
dan menggugurkan kewajiban.”*

Pada dasarnya segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia
maka sesuai pula dengan kemaslahatan mereka dan adat kebiasaan tersebut dapat
dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Seorang mujtahid
dalam menetapkan suatu hukum, harus terlgbih dahulu meneliti kebiasaan yang
berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak
bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat
tersebut.

Hukum yang didasarkan atas "Urf selalu berubah dengan perubahannya
zaman atau tempat. Pada dasarnya. "Urf sebagai salah satu dalil syar’i tidak berdiri
sendiri, "Urf selalu beriringan dengan maslahah mursalah. Yang memiliki makna
bahwa apabila 'Urf atau adat istiadat suatu masyarakat tidak membawa kepada
maslahah mursalah, maka “Urf seperti ini disebut "Urf fasid yang dalam

pelaksanaannya tidak wajib ditaati. Lain halnya apabila "Urf tersebut membawa

% Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: INIS.
1998), him. 17.

* Ibid.
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pada maslahah mursalah maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan
dalam peradilan.

Lebih lanjut para ahli hukum Islam pun telah menyadari bahwa adat
membawa pengaruh yang cukup besar terhadap hukum Islam ketika adat tersebut
tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Hukum Islam yang bersumber dari al-
Qur’an dan as-Sunnah yang sifatnya dogmatif dianggap belum bisa memecahkan
permasalahan yang selalu terjadi dalam masyarakat, manusia hanya mampu
menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum tanpa menciptakannya,
sedangkan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam masyarakat

mengharuskan adanya jawaban terhadap permasalahan tersebut.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni
metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang
terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kchi&upan masyarakat. Data yang didapat
dari penelitian merupakan sumber-surriber primer dan didukung dengan sumber-
sumber lainnya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian—ini bersifat deskriptif analitik, yaitr suatu penelitian yang
berusaha untuk meengumpulkan dan menjelaskan data yang diperoleh kemudian
menganaﬁsil{\f*bfar‘-l"ehelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis

tertentu, namun hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel,
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gejala atau keadaan.”® Dalam penelitian ini yang hendak diidentifikasi dan

dianalisis adalah praktek penetapan co'i wa'a pada masyarakat kelurahan Mata

Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, kemudian

dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode untuk mengumpulkan data dalam
suatu penelitian melalui pengamatan fenomena-fenomena yang diteliti,
baik fenomena sosial, budaya, ekonomi dan agama yang berhubungan
dengan praktek penetapan co'i wa'a pada masyarakat di kelurahan
Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara
Timur.

Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan
penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara langsung
dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan
tujuan tertentu. Untuk memilih para informan sebagai sampel
digunakan proses Non Probability Sampling Design yakni suatu
proses, sample dipilih dengan dasar logika dan common sense dan

tidak memberikan kesempatan kepada setiap unit pada populasi untuk

309

> Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), him.
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terpilih sebagai sample. Adapun teknik penentuan informan sebagai
sample digunakan teknik Purposive Sampling Design yakni suatu
teknik penentuan informan yang dijadikan sample dipilih secara
sengaja.”® Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) dan informan-informan lainnya yang berhubungan
langsung dengan obyek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan
adalah wawancara tidak terstruktur (openeended interview).
Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari
informan dengan situasi yang luwes dan tidak formal. >’
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen
yang relevan dengan obyek penelitian meliputi literatur yang berkaitan
dengan penelitian, data penduduk, foto-foto dan lain sebagainya.
4. Pendekatan Penelitian
Dalam melihat, mencermati, mengkaji dan menganalisa fenomena praktek
penetapan co’i wa'a pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok
kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan hubungannya dengan hukum

Islam dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu suatu

% Soetjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: UI Press: 1986). him.
28.

7 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2004), him. 180.
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pendekatan dimana penelitian direalisasikan terhadap apa yang terjadi kemudian
dilakukan pengidentifikasian terhadap hukum yang ada.®
5. Analisis Penelitian

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari
pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.”” Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model deskriptif kualitatif
yang berusaha menganalisis data yang dikumpulkan oleh penyusun berupa
informasi—informasi, kemudian dikaitkan dengan data-data lainnya sehingga akan
ditemukan jawaban dan kejelasan terhadap fenomena yang terjadi pada suatu
masyarakat. Dengan menggunakan cara berfikir metode deduktif yaitu pola
berpikir menganalisa data-data secara umum mengenai mahar menurut hukum
Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus seperti fenomena co'i wa'a
yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten

 Manggarai Nusa Tenggara Timur.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan
sistematis, maka penulisan skripsi dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam
beberapa bab:

Bab pertama, sebagai awal penclitian memuat materi-materi permulaan

mengenai penelitian yang dilaporkan. Bab ini berisi latar belakang masalah,

** Bambang Waluyo, Penelitian {HHukum Dalam Praktek, (Jakarta: Grafika, 1990), him.
i6.

* M.Amin Abdullah dkk., Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Multidisipliner),
(Yogyakarta: | .embaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006). him. 218.
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rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang mahar dalam tinjauan hukum Islam yang
meliputi pengertian dan dasar hukum mabhar, syarat-syarat mahar, jumlah mahar,
macam-macam mahar dan yang terakhir hikmah disyariatkannya mahar.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan umum co’i wa'a dalam
perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten
Manggarai Nusa Tenggara Timur. Pada bab ini juga membicarakan tentang
pengertian serta sejarah munculnya co'i wa'a, kadar co i wa’a dan faktor-faktor
yang melatar belakangi terjadinya praktek penetapan co i wa a.

Bab keempat sebagai grand thema dalam pembahasan penglitian ini,
dalam bab ini penulis berusaha untuk menganalisis terhadap pelaksanaan co’i
wa'a dalam perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok
kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan hubungannya dengan tinjauan
hukum Islam terhadap pelaksanaan co i wa'a tersebut.

Bab kelima sebagai bab penutup yang merupakan bagian akhir dari sebuah
penulisan laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.
Kesimpulan merupakan J:awaban terhadap pokok masalah yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya. dan memuat saran-saran dari penyusun bagi

pengembangan keilmuan dalam dasawarsa ini.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi

ini, baik data yang didapat dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh

penyusun bersama responden serta mengacu pada beberapa referensi terkait, maka

penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1.

Praktek penetapan co’i wa'a yang terjadi pada kalangan masyarakat
kelurahan Mata Air pada khususnya dan masyarakat kecamatan Reok pada
umumnya yaitu dengan menetapkan besar kecilnya co i wa'a berdasarkan
strata sosial seorang wanita baik dilihat dari faktor pendidikan, faktor
ekonomi, faktor sosial maupun faktor kecantikan. Makin tinggi pendidikan
vang ditempuh oleh seorang wanita makin besar pula co’i wa'a yang
ditentukan dan ditetapkan oleh orang tua serta sanak kerabatnya.
Kebiasaan yang berlaku saat ini, jika calon pengantin wanita mempunyai
gelar S1. maka co i wa'a yang ditentukan berkisar antara Rp. 20.000.000
(dua puluh juta) sampai Rp. 50.000.000. begitupun seterusnya. Hal
semacam ini juga berlaku pada faktor-faktor lainnya. Dalam hal penentuan
dan penetapan co 7 wa a yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air,
ditentukan oleh orang tua serta sanak kerabat dekatnya. Wanita tidak
mempunyai andil dalam menentukan coi wa'a. Padahal secara
kepemilikan, co’i wa'a mutlak menjadi hak seorang wanita. Berapa

Jjumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama antara

90
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calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita. Jika demikian, maka
mathum mukhalafahnya adalah bahwa co'i wa'a yang diberikan oleh
calon suami kepada calon isteri tidak secara murni dimiliki oleh wanita
tersebut. Kebiasaan yang telah mendarah daging ini, membuat resah
sebagian kalangan masyarakat yang tidak memiliki kelebihan dalam
ekonomi. Hal ini, jelas akan menghambat pada pelaksanaan pernikahan
dan akan menimbulkan dampak negatif.

2. Tentang hukum praktek penetapan co i wa'a yang terjadi pada masyarakat
kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya
hukumnya mubah (boleh) selama tidak memberatkan salah satu pihak dan
tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pemberian co i wa'a yang
digunakan untuk ongkos perkawinan dalam perkawinan masyarakat Mata
Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya merupakan
persyaratan adat bukan berdasarkan syar'i. Oleh karena itu, untuk
memperoleh keabsahan suatu perkawinan maka mahar dalam hukum Islam
dan coi’ wa'a dalam adat masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan
masyarakat kecamatan Reok umumnya harus diberikan, sehingga

perkawinan tersebut sah baik menurut hukum adat maupun hukum Islam.

B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
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Adanya pemahaman yang begitu dangkal dan sempit tentang mahar pada
kalangan masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat
kecamatan Reok umumnya, perlu rasanya dibahas lebih lanjut baik dalam
forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan dengan tujuan
agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud
dan tujuan mahar dalam perkawinan Islam.

Agar kepada tokoh-tokeh yang berperan penting pada kalangan
masyarakat keluraham Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan
Reok umurarrya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat
bahwa demi terciptanya masyarakat Islami, maka segala sesuatunya harus

berdasarkan padssendi-sendi Istam.
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